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ABSTRACT

Problem Statement (GAP): The author focuses on the problem of low PBB-P2 revenue in Bone
Regency, which is caused by inaccuracies in tax object data and low community awareness. Purpose:
The objective of this study is to formulate strategies for optimizing PBB-P2 revenue to enhance PAD in
Bone Regency, South Sulawesi Province. Method: This study uses a qualitative descriptive method.
Data collection techniques were carried out through interviews and documentation collection to obtain
in-depth data regarding the management of PBB-P2 in Bone Regency. Results: The findings obtained
by the author in this study indicate that inaccuracies in updating tax object data and low public
awareness are significant factors causing low public participation in paying PBB-P2, which results in
low PBB-P2 revenue. Conclusion: Optimization of PBB-P2 revenue can be achieved through the
expansion of an accurate tax object database, improvement of collection effectiveness through
digitalization systems, and the implementation of more intensive socialization to raise awareness and
public participation in paying taxes. This strategy is expected to contribute significantly to the increase
of PAD in Bone Regency.
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ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan rendahnya penerimaan
PBB-P2 di Kabupaten Bone yang disebabkan oleh ketidakakuratan data objek pajak dan rendahnya
kesadaran masyarakat. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merumuskan strategi
optimalisasi penerimaan PBB-P2 dalam rangka meningkatkan PAD di Kabupaten Bone, Provinsi
Sulawesi Selatan. Metode: Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik
pengumpulan data dilakukan dengan: wawancara dan pengumpulan dokumentasi untuk memperoleh
data mendalam mengenai pengelolaan PBB-P2 di Kabupaten Bone. Hasil/Temuan: Temuan yang
diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu ketidakakuratan pembaruan data objek pajak dan rendahnya
kesadaran masyarakat menjadi faktor signifikan yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat
dalam pembayaran PBB-P2, yang berimplikasi pada rendahnya penerimaan PBB-P2. Kesimpulan:
Optimalisasi penerimaan PBB-P2 dapat dilakukan melalui perluasan basis data objek pajak yang akurat,
peningkatan efektivitas pemungutan melalui sistem digitalisasi, dan pelaksanaan sosialisasi yang lebih
intensif untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak. Strategi ini
diharapkan dapat berkontribusi signifikan terhadap peningkatan PAD Kabupaten Bone.
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. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber penerimaan utama bagi pemerintah daerah dalam
mendanai pembangunan dan pelayanan publik. Salah satu sumber utama pendapatan pemerintah untuk
meningkatkan pembangunan negara adalah pajak (Kurniawan et al., 2024). Sesuai dengan otoritas
pemungutannya, pajak di Indonesia dapat dikategorikan menjadi dua jenis yaitu pajak pusat dan pajak
daerah. Pembagian kewenangan pemungutan pajak antara pemerintah pusat dan daerah ialah bentuk
desentralisasi fiskal guna memberikan fleksibilitas bagi pemerintah daerah dalam  mengelola
keuangannya. (Hidayat et al., 2021)

Kabupaten Bone adalah salah satu kabupaten terluas di Provinsi Sulawesi Selatan yang menjadi
salah satu pusat aktivitas sosial dan ekonomi. Sebagai kabupaten dengan luas wilayah yang signifikan,
Bone memiliki potensi besar dalam penerimaan pajak. Kabupaten Bone memperoleh Pendapatan Asli
Daerah (PAD) dari berbagai sumber, dan salah satunya adalah sektor pajak. Pajak Penerangan Jalan dan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan penyumbang pendapatan terbesar pada
pajak daerah. Namun konribusi Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten mengalami fluktuasi yang
cukup signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dibandinkan Pajak Penerangan Jalan.

Periode 2019-2020 merupakan awal mula pandemi COVID-19 yang berdampak signifikan
terhadap perekonomian global, termasuk Indonesia. Akibat pandemi, berbagai sektor mengalami
kontraksi, termasuk sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hingga ditahun 2021 seluruh Pemerintah
Daerah mengalami koreksi terhadap target pendapatannya akibat dari pandemi covid ini. Pada tahun
2019 kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap PAD sebesar 7,56% lalu mengalami penurunan sebesar
13,7% kontribusi ditahun 2020 dari tahun sebelumnya, diikuti kenaikan yang cukup tajam sebesar 76,4%
di tahun 2021. Hal ini menunjukkan dampak dari pandemi sangat mempengaruhi pendapatan pajak di
Kabupaten Bone. Hingga di tahun 2022, dunia mulai memasuki masa pemulihan atau sering disebut
sebagai masa new normal, dimana dengan mulai pulihnya aktivitas ekonomi, diharapkan terjadinya
peningkatan penerimaan pajak berbagai sektor di Indonesia. Namun realita di lapangan menunjukkan
kembali terjadi penurunan Kontribusi Penerimaan PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah berturut-
turut sebesar 1,4% ditahun 2022 dan 1,62% ditahun 2023 di Kabupaten Bone.

Data penerimaan PBB-P2 Kabupaten Bone dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan dinamika
yang menarik, di mana pada tahun 2019 dan 2020 realisasi penerimaan melampaui target dengan
persentase masing-masing 105,56% dan 105,69%. Namun, terjadi penurunan persentase realisasi pada
tahun 2021 (104,39%) dan 2022 (102,46%), hingga akhirnya pada tahun 2023 realisasi tidak mencapai
target dengan persentase 97,37%. Fluktuasi kinerja penerimaan PBB-P2 ini menjadi catatan penting
dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bone.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Penelitian ini mengangkat isu krusial terkait optimalisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, di tengah upaya pemerintah
daerah untuk mencapai kemandirian fiskal. Pengelolaan pajak yang efektif menjadi semakin penting
dalam konteks ini. Namun, realita di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi
penerimaan PBB-P2 dengan realisasi yang ada. Berdasarkan data yang diperoleh, terlihat adanya
fluktuasi pada pendapatan daerah dari tahun ke tahun. Pendapatan dari pajak daerah secara umum
mengalami kemajuan yang cukup signifikan, namun penerimaan dari retribusi daerah cenderung
menurun. Hal ini mengindikasikan adanya tantangan dalam memaksimalkan kontribusi PBB-P2



terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Objek pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(PBB-P2) mencakup semua wilayah bumi dan bangunan yang ada di Kabupaten Bone, di mana pajak
ini dikenakan kepada baik orang pribadi maupun badan.(Jalil et al., 2024). Dengan demikian, pemerintah
daerah Kabupaten Bone seharusnya berupaya seoptimal mungkin untuk meningkatkan penerimaan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.(Rudin & Bakarbessy, 2025)

Salah satu faktor yang menjadi perhatian utama adalah basis data PBB-P2 yang tidak diperbaharui.
Data yang tidak akurat dan tidak mutakhir dapat mengakibatkan ketidaksesuaian antara potensi pajak
yang seharusnya diterima dengan realisasi penerimaan. Hal ini diperkuat dengan temuan di lapangan
bahwa masih ditemukan objek pajak yang belum diperbaharui. Kondisi ini tentu menjadi penghambat
dalam upaya optimalisasi penerimaan PBB-P2 dan berdampak pada pendapatan daerah.

Selain masalah basis data, penelitian ini juga menyoroti adanya permasalahan terkait kepatuhan
wajib pajak dan kesadaran akan kewajiban membayar pajak. Rendahnya kesadaran wajib pajak dan
ketidakpatuhan dalam membayar pajak menjadi faktor penghambat utama dalam optimalisasi
penerimaan PBB-P2. Hal ini diperparah dengan banyaknya wajib pajak yang berdomisili di luar kota
sehingga sulit dijangkau dan dipantau. Akibatnya, partisipasi masyarakat dalam pemungutan PBB-P2
menjadi rendah, dan penerimaan pajak tidak mencapai potensi maksimalnya.

Untuk mengatasi kesenjangan-kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
dan mengoptimalkan penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Bone. Penelitian ini diharapkan dapat
memberikan kontribusi dan masukan yang berharga bagi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan
PAD melalui optimalisasi PBB-P2. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mendukung
pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bone.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu memberikan fondasi penting dalam memahami dinamika
optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta kontribusinya
terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Studi yang dilakukan Ervita Tri dan Fitrotun Niswah (2021)
meneliti optimalisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan di Kabupaten
Gresik, dengan fokus pada realisasi PBB-P2 yang belum mencapai target dan kurangnya kontribusi
PBB-P2 terhadap pendapatan daerah akibat rendahnya kesadaran masyarakat. Penelitian ini menyoroti
pentingnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak dan perlunya optimalisasi pemungutan
untuk meningkatkan PAD (Irianti & Niswah, 2021). Harianti H. Basri, Herman Karamoy, dan Syermi
Mintalangi (2022) di Kota Manado menganalisis sistem dan prosedur pemungutan PBB-P2,
menekankan pada kepatuhan sistem dan pengendalian internal prosedur pemungutan. Penelitian ini
menggarisbawahi pentingnya sistem yang baik dan pengendalian internal yang kuat dalam pemungutan
pajak (Basri et al., 2022). Jumliadi, Riska Puspitasari, dan Zaenal Abidin (2023) mengevaluasi
efektivitas pemungutan PBB di Tanjung Jabung Timur, menemukan bahwa PBB sangat efektif dalam
meningkatkan PAD dengan tingkat efektivitas rata-rata 106,25%, meskipun terdapat masalah seperti
wajib pajak tidak patuh dan properti tidak terpakai. Penelitian ini menyoroti efektivitas PBB dalam
meningkatkan PAD serta tantangan terkait kepatuhan wajib pajak (Jumliadi, Riska Puspitasari, 2023).
Ida Hartati, Siti Nuridah, dan Bella Puspita Audin (2023) menganalisis efektivitas dan kontribusi PBB-
P2 terhadap PAD di Kabupaten Karawang, menunjukkan efektivitas rata-rata 101,89% dan kontribusi
sedang terhadap PAD. Penelitian ini memberikan gambaran tentang tingkat efektivitas dan kontribusi
PBB-P2 terhadap PAD di daerah lain (Hartati et al., 2023). M. Ramadhani, Ahmad Zulfikri Taning, dan
Hanifa Sri Nuryani (2024) meneliti optimalisasi inovasi PBB-P2 di Kabupaten Sumbawa, dengan fokus
pada aspek manajemen, pelayanan, dan output SPPT PBB-P2. Penelitian ini menekankan pentingnya



inovasi dalam manajemen dan pelayanan PBB-P2 untuk optimalisasi penerimaan (M. Ramadhani,
Ahmad Zulfikri Taning*, 2024).

1.4. Pernyataan Kebaruan limiah

Penelitian ini mengidentifikasi adanya knowledge gap dalam literatur yang ada mengenai
optimalisasi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Bone, di mana belum terdapat teori atau penelitian yang
secara spesifik menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan kontribusi PBB-P2 terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam konteks sosial dan ekonomi daerah tersebut. Selain itu, penelitian
ini juga mencatat adanya contextual gap, di mana kondisi sosial, budaya, dan ekonomi di Kabupaten
Bone berbeda dengan daerah lain yang telah diteliti sebelumnya. Perbedaan ini mencakup aspek-aspek
seperti sistem pemerintahan lokal, tingkat kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pajak, serta
infrastruktur yang mendukung pemungutan pajak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk
memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana konteks lokal mempengaruhi
optimalisasi penerimaan PBB-P2.

1.5.  Tujuan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penghambat
Penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan serta untuk mengetahui dan
menganalisis Optimalisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bone dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Bone.

Il. METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, dimana pendekatan

kualitatif sendiri berfokus pada pemahaman fenomena dalam konteks alami, mencari makna dari
pengalaman partisipan, dan menggambarkan kompleksitas suatu isu.(Creswell, John. Creswell, 2023)
Metode ini dipilih karena memungkinkan pemahaman yang mendalam mengenai optimalisasi
penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Bone,
Sulawesi Selatan. Metode deskriptif kualitatif relevan untuk meneliti fenomena sosial secara alami,
sehingga peneliti dapat memperoleh data yang kaya dan mendalam tentang faktor-faktor penghambat
dan strategi optimalisasi PBB-P2 di Kabupaten Bone, termasuk aspek-aspek kompleks seperti kesadaran
masyarakat dan akurasi data. Dalam penelitian kualitatif, peneliti bertindak sebagai instrumen kunci
yang melakukan pengamatan, wawancara, dan dokumentasi secara langsung untuk mengumpulkan data
secara mendalam (Sugiyono, 2023)

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang terdiri
dari pejabat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone dan wajib pajak. Pejabat Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Bone dipilih sebagai informan kunci karena mereka memiliki pengetahuan dan
pengalaman langsung mengenai pengelolaan PBB-P2, termasuk data penerimaan, prosedur administrasi,
dan tantangan yang dihadapi. Wajib pajak juga dijadikan informan untuk mendapatkan perspektif
langsung mengenai pengalaman mereka dalam membayar pajak, tingkat kesadaran, dan kendala yang
dihadapi. Selain itu, data dokumentasi seperti peraturan daerah, laporan keuangan, dan data penerimaan
pajak juga dikumpulkan untuk mendukung dan memperkuat temuan penelitian. Penelitian ini



dilaksanakan di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan fokus pada Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Bone. Durasi penelitian dilakukan selama dua minggu pada bulan Januari 2025

I11. HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini menggunakan teori optimalisasi pajak menurut Sutedi , maka dalam melakukan
optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dapat dilakukan dengan
beberapa cara yaitu dengan optimalisasi dalam memperluas basis data, memperkuat proses
pemungutan, meningkatkan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya
pemungutan dan meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik (Sutedi,
2008).
3.1 Optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Bone
Dalam pengelolaan keuangan daerah, peningkatan PAD menjadi prioritas utama, terutama dalam
konteks otonomi daerah yang semakin meningkat. Untuk mencapai kemandirian fiskal, pemerintah
daerah harus mampu mengeksplorasi sumber pendapatan lokal (Sinurat et al., 2023). Salah satu elemen
penting dari struktur PAD adalah pengoptimalan penerimaan pajak daerah. Menurut (Sutedi, 2008)
menjelaskan bahwa 5 upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah, sehingga penulis menggunakan
teori Sutedi (2008):
3.1.1 Memperluas Basis Penerimaan
1. Mengidentifikasi pembayaran pajak (wajib pajak) baru/potensial dan jumlah seluruh
pembayar pajak (wajib pajak).
Penulis mengolah data presentase kepatuhan wajib pajak berdasarkan data wajib pajak pajak yang
membayar

Tabel 3.1
Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 Tahun 2019-2024
No Tahun Jumlah Potensi Wajib Pajak Wajib Pajak Yang Membayar (%)
1. 2019 609.690 600.032 98,40
2. 2020 609.827 600.456 98,46
3. 2021 610.965 500.984 81,99
4. 2022 611.903 560.906 91,67
5. 2023 612.081 560.081 91,51
6. 2024 624.313 622.128 99,65
Sumber : Hasil pengolahan data riset 2025
Tabel 3.2
Data Wajib Pajak PBB-P2 Yang Membayar Dan Menunggak Tahun 2019-2023
Tahun WP yang Membayar Rupiah WP yang Menunggak Rupiah
2019 600.032 Rp. 17.147.006.583 9.658 Rp. 280.342.777
2020 600.456 Rp. 17.687.508.672 9.371 Rp. 280.417.804
2021 500.984 Rp. 13.555.938.482 109.981 Rp. 4.712.245.926
2022 560.906 Rp. 19.513.742.970 50.997 Rp. 1.951.604.193
2023 560.081 Rp. 19.106.814.909 52.000 Rp. 1.955.512.000

Sumber : Hasil pengolahan data riset 2025
Tabel 3.1 Menunjukkan secara umum, jumlah potensi wajib pajak mengalami peningkatan setiap
tahunnya, yang mengindikasikan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan wilayah. Namun, realisasi



pembayaran, yang tercermin dari jumlah wajib pajak yang membayar, menunjukkan fluktuasi yang
signifikan. Persentase pembayaran, yang dihitung dari realisasi dibagi potensi, menggambarkan tingkat
kepatuhan wajib pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak membayarkan pajaknya dapat diketahui melalui
perhitungan jumlah SPPT yang telah dicetak dengan jumlah SPPT yang telah dicetak Surat Tanda
Terima Setorannya (STTS). Fluktuasi ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak tidak stabil
dan perlu upaya lebih lanjut untuk meningkatkannya (Astini et al., 2024). Lebih lanjut ditegaskan oleh
Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah, beliau menyatakan bahwa “Mengidentifikasi pembayar pajak
tentunya diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan pajak di Kabupaten Bone, Kami telah
mengusahakan pendataan secara menyeluruh namun tentunya masih saja ada kendala sehingga masih
ada saja pembayar pajak baik yang lama maupun baru belum terdata.”

Berdasarkan Tabel 3.2 menyajikan data wajib pajak PBB-P2 yang membayar dan menunggak di
Kabupaten Bone dari tahun 2019 hingga 2023. Secara umum, tabel ini memperlihatkan adanya fluktuasi
dalam tingkat kepatuhan pembayaran pajak. Jumlah wajib pajak yang membayar cenderung menurun
dari tahun 2020 ke 2021, diikuti dengan peningkatan kembali pada tahun 2022 dan sedikit penurunan di
tahun 2023. Sementara itu, nilai Rupiah yang diterima juga mengikuti tren serupa. Fluktuasi tingkat
kepatuhan ini menggarisbawahi ketidakstabilan dalam penerimaan PBB-P2 Kabupaten Bone.

2. Memperbaiki Penilaian Pajak

Salah satu langkah yang tepat dalam optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan adalah memperbaiki
penilaian pajak. Perluasan basis penerimaan juga dipengaruhi oleh perbaikan di bidang penilaian pajak.
Penilaian pajak yang akurat dan terkini merupakan fondasi penting dalam menentukan besaran pajak
yang adil bagi setiap Wajib Pajak (Furqon, 2022). Salah satu faktor krusial yang mempengaruhi akurasi
penilaian pajak adalah keberadaan basis data penerimaan pajak yang selalu diperbarui. Basis data yang
usang dan tidak relevan dapat menyebabkan distorsi dalam penilaian. Lebih lanjut ditegaskan oleh PlIt.
Kepala Badan Pendapatan Daerah bahwa “Sistem penilaian objek PBB-P2 yang dilakukan oleh Bapenda
Kabupaten Bone 1 tahun terakhir ini sudah sesuai baik dan dengan prosedur yang ditetapkan secara
nasional oleh Direktorat Jendral Pajak”
3. Memperbaiki Basis Data

Memperbaiki basis data adalah suatu proses peningkatan kualitas, akurasi, dan kelengkapan
informasi yang terdapat dalam basis data perpajakan

Tabel 3.3

Potensi Objek Pajak PBB-P2
No Tahun Jumlah Potensi Objek Pajak
1. 2019 675.998
2. 2020 677.827
3 2021 677.950
4 2022 678.191
58 2023 680.009
6 2024 711.221

Tabel 3.3 Menunjukkan tren peningkatan potensi objek pajak dari tahun ke tahun hal ini
menunjukkan bahwa memperbaiki basis data sangat penting dilakukan karena basis data sangat
berpengaruh terhadap optimalisasi penerimaan pajak.

4. Menghitung Kapasitas Penerimaan

Upaya untuk memperluas basis penerimaan PBB-P2 sangat bergantung pada penghitungan
kapasitas penerimaan yang akurat. Hal ini memastikan bahwa target penerimaan yang ditetapkan
realistis dan dapat dicapai, serta mencegah pembebanan pajak yang tidak proporsional kepada wajib
pajak. Ditegaskan oleh Kepala Bidang Perencanaan & Pengembangan Pendapatan Daerah bahwa "Kami



terus berupaya untuk memetakan potensi PBB-P2 secara lebih detail agar kapasitas penerimaan dapat
terhitung dengan lebih akurat". Penghitungan kapasitas penerimaan yang optimal juga memungkinkan
pemerintah daerah untuk mengidentifikasi potensi-potensi baru dalam penerimaan PBB-P2 yang selama
ini mungkin belum tergarap, sehingga penerimaan dapat lebih maksimal dan tepat sasaran.

3.1.2 Memperkuat proses pemungutan
1. Memberbaiki Sistem Pemungutan

Pemerintah Kabupaten Bone melalui Bapenda telah mengambil langkah maju dengan
meluncurkan sistem pemungutan online, offline, dan keliling. Inisiatif ini sangat krusial dalam
memperluas jangkauan pemungutan pajak, memastikan bahwa wajib pajak memiliki beragam opsi untuk
memenuhi kewajiban mereka. Dengan sistem yang fleksibel ini, diharapkan dapat mengurangi kendala
aksesibilitas dan waktu, sehingga mendorong kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan efisiensi proses
pemungutan secara keseluruhan.
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia

Peningkatan sumber daya manusia dalam hal ini adalah upaya krusial untuk mengembangkan
keterampilan, kompetensi, dan kapabilitas para pegawai di lingkungan Bapenda. Dengan SDM yang
lebih berkualitas, diharapkan proses pengelolaan PBB-P2, mulai dari pendataan, penghitungan, hingga
pemungutan dan pengawasan, dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Investasi pada pengembangan
SDM ini juga akan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak.

3.1.3 Meningkatkan Pengawasan
1. Memperbaiki Proses Pengawasan

Pengawasan yang efektif merupakan pilar penting dalam optimalisasi penerimaan pajak,
khususnya PBB-P2. Ini mencakup pemantauan kepatuhan wajib pajak dan penegakan hukum yang
konsisten terhadap pelanggaran. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa pengawasan dilakukan
secara adil, transparan, dan tidak diskriminatif, sembari memberikan kesempatan kepada wajib pajak
untuk mengajukan keberatan jika merasa ada ketidaksesuaian. Ditegaskan oleh Kepala Sub Bidang
Pengelolaan PBB-P2 & BPHTB bahwa "Kami selalu berupaya agar pengawasan dilakukan secara adil
dan transparan, memberikan ruang bagi wajib pajak untuk menyampaikan keberatan mereka". Dengan
demikian, proses pengawasan tidak hanya berfungsi sebagai penegakan, tetapi juga sebagai alat untuk
membangun kepercayaan wajib pajak.
2. Pemberian Sanksi terhadap Penunggak Pajak

Pemberian sanksi yang tegas dan konsisten terhadap penunggak pajak adalah langkah
fundamental untuk meningkatkan kepatuhan dan efektivitas pemungutan pajak. Sanksi, yang dapat
berupa denda, penyitaan aset, atau tindakan hukum lainnya sesuai peraturan yang berlaku, berfungsi
sebagai deterrent (pencegah) dan sekaligus penegak keadilan. Penerapan sanksi harus dilakukan secara
adil, transparan, dan tidak pandang bulu, sehingga menciptakan efek jera dan mendorong wajib pajak
untuk memenuhi kewajiban pajaknya tepat waktu..
3. Meningkatkan Pelayanan

Peningkatan pelayanan kepada wajib pajak merupakan salah satu kunci dalam mengoptimalkan
penerimaan PBB-P2. Hal ini mencakup penyediaan informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai
kewajiban pajak, serta kemudahan dalam proses pembayaran dan pelaporan pajak. Pemanfaatan
teknologi informasi dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas
pelayanan pajak, seperti melalui platform pembayaran online, informasi via website, atau aplikasi
seluler. Pelayanan yang prima akan meningkatkan kepuasan wajib pajak dan mendorong kepatuhan.



3.1.4 Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan.
1. Memperbaiki Prosedur Administrasi Pajak

Perbaikan prosedur administrasi pajak bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang
lebih efektif, akuntabel, dan transparan. Upaya ini meliputi peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib
pajak melalui sosialisasi, serta pemanfaatan teknologi untuk mempermudah seluruh proses administrasi
pajak, mulai dari pendaftaran, penetapan, hingga pembayaran. Dengan prosedur administrasi yang
streamlined dan user-friendly, diharapkan dapat mengurangi beban birokrasi dan biaya, sehingga
penerimaan pajak dapat meningkat secara signifikan.
2. Meningkatkan Efisiensi Pemungutan Pajak

Upaya untuk meningkatkan efisiensi pemungutan pajak melibatkan pemutakhiran data PBB-P2
secara berkala dan akurat. Data yang mutakhir adalah fondasi untuk menetapkan nilai pajak yang sesuai
dengan kondisi lapangan dan nilai objek pajak terkini, sehingga potensi penerimaan PBB-P2 dan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dimaksimalkan. Efisiensi ini juga mencakup optimasi alokasi
sumber daya dan penggunaan teknologi untuk meminimalkan biaya operasional pemungutan.

3.1.5 Meningkatkan Kapasitas Penerimaan Melalui Perencanaan Yang Lebih Baik
1. Memperbaiki Prosedur Administrasi Pajak

Perbaikan prosedur administrasi pajak adalah langkah fundamental dalam optimalisasi
penerimaan pajak daerah. Prosedur yang efisien dan transparan dapat secara signifikan mengurangi
beban administrasi bagi wajib pajak, sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak oleh
pemerintah daerah. Ini mencakup pembenahan proses pendaftaran, pelaporan, pembayaran, dan
penagihan pajak agar lebih mudah diakses dan dipahami, yang pada akhirnya akan mendukung
perencanaan penerimaan yang lebih baik. Berdasarkan pernyataan Kepala Sub Bidang Pengelolaan
PBB-P2 & BPHTB bahwa "Kami terus menyempurnakan prosedur administrasi pajak untuk
memudahkan wajib pajak dan meningkatkan efektivitas penagihan, yang berkontribusi pada
perencanaan penerimaan yang lebih baik."
2. Meningkatkan Efisiensi Pemungutan Pajak

Peningkatan efisiensi pemungutan pajak berfokus pada pengurangan biaya operasional dan
peningkatan hasil penerimaan pajak. Hal ini dapat dicapai melalui pemanfaatan teknologi,
penyederhanaan prosedur administrasi, dan peningkatan koordinasi antar unit kerja terkait. Dengan
efisiensi yang lebih tinggi dalam pemungutan, pemerintah daerah dapat mengalokasikan sumber daya
yang ada secara lebih efektif untuk program-program pembangunan, sekaligus memastikan perencanaan
penerimaan yang lebih realistis dan tercapai.

3.2  Penyebab Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bone belum optimal
Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di
Kabupaten Bone belum optimal:
o Basis Data PBB-P2 yang Tidak Diperbarui
Banyak objek pajak yang belum diperbarui datanya, menyebabkan ketidakakuratan
informasi dan potensi penerimaan pajak tidak maksimal. Basis data yang tidak akurat
menyulitkan penentuan nilai pajak yang tepat.
o Ketidakpatuhan Wajib Pajak dan Rendahnya Kesadaran Pembayaran
Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak dan berbagai faktor lainnya
menyebabkan ketidakpatuhan dalam pembayaran pajak. Kurangnya pemahaman tentang
manfaat pajak mengurangi motivasi untuk membayar.
o Banyak Wajib Pajak Berdomisili di Luar Kota



Banyak wajib pajak yang tinggal di luar Kabupaten Bone membuat pendataan dan
pemungutan pajak menjadi lebih sulit. Lokasi tempat tinggal yang berbeda menghambat
komunikasi dan penagihan pajak.

3.3  Upaya yang dilakukan untuk Mengatasi Hambatan dalam Penerimaan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Pemerintah Kabupaten Bone telah berupaya melakukan berbagai program untuk mengatasi
hambatan tersebut seperti:
o Memperluas Basis Data Penerimaan dan Penilaian Pajak
Melakukan identifikasi wajib pajak baru dan pemetaan properti untuk memperluas basis
penerimaan pajak, serta memanfaatkan teknologi informasi untuk pembaruan data yang efisien.
e Meningkatkan Sosialisasi dan Edukasi

Memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya PBB-P2
melalui berbagai media dan pelatihan.
o Sistem Pembayaran Daring dan Luring
Menyediakan sistem pembayaran yang fleksibel, baik daring maupun luring, untuk
memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak.
o Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Meningkatkan kompetensi petugas pajak melalui pelatihan dan pengembangan.
o Penerapan Sanksi dan Pengawasan yang Ketat

Menerapkan sanksi yang tegas dan pengawasan yang ketat terhadap pelanggaran PBB-
P2 untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian
Penelitian tentang optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di

Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, menyajikan beberapa temuan krusial yang secara signifikan
membedakannya dari studi-studi terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Ervita Tri dan Fitrotun Niswah
di Gresik, Harianti H. Basri dan Herman Karamoy di Manado, Jumliadi, Riska Puspitasari, dan Zaenal
Abidin di Tanjung Jabung Timur, Ida Hartati, Siti Nuridah, dan Bella Puspita Audina di Karawang, serta
M. Ramadhani, Ahmad Zulfikri Taning, dan Hanifa Sri Nuryani di Sumbawa.

Salah satu perbedaan mendasar adalah fokus pada konteks geografis dan demografis yang unik.
Sementara penelitian terdahulu cenderung berlokasi di kota-kota besar atau wilayah dengan karakteristik
tertentu, studi ini secara khusus menyoroti Kabupaten Bone. Hal ini sejalan dengan temuan Ervita Tri
dan Fitrotun Niswah di Gresik yang menunjukkan pentingnya memahami hambatan lokal seperti
kesadaran wajib pajak, namun penelitian di Bone memperluas perspektif dengan menekankan bahwa
optimalisasi PBB-P2 harus secara spesifik mempertimbangkan kondisi lokal Bone yang berbeda dengan
Surabaya, Gresik, Manado, Karawang, maupun Sumbawa.

Lebih lanjut, penelitian ini mengadopsi pendekatan yang lebih komprehensif dalam menganalisis
optimalisasi pajak, meliputi perluasan basis data, perbaikan sistem penilaian, pembaruan basis data,
penguatan proses pemungutan, peningkatan kapasitas SDM, dan pengawasan. Pendekatan ini kontras
dengan studi sebelumnya yang cenderung terfokus pada satu aspek. Sebagai contoh, Harianti H. Basri
dan Herman Karamoy di Manado berfokus pada analisis sistem dan prosedur pemungutan, sementara



Jumliadi, Riska Puspitasari, dan Zaenal Abidin di Tanjung Jabung Timur lebih menyoroti efektivitas
pemungutan dan kontribusi terhadap PAD. Ida Hartati, Siti Nuridah, dan Bella Puspita Audina di
Karawang juga mengkaji efektivitas dan kontribusi PBB-P2. Berbeda dengan itu, penelitian di Bone
memberikan gambaran holistik, mencakup berbagai aspek yang saling terkait, mirip dengan semangat
M. Ramadhani, Ahmad Zulfikri Taning, dan Hanifa Sri Nuryani di Sumbawa yang menganalisis
optimalisasi inovasi, namun dengan cakupan aspek yang lebih luas.

Temuan yang menonjol adalah peran penting pembaruan basis data PBB-P2. Pembaruan basis
data pada akhir tahun 2023 di Kabupaten Bone terbukti signifikan dalam meningkatkan potensi objek
pajak dan penerimaan. Aspek pengelolaan data yang akurat dan terkini ini seringkali kurang ditekankan
dalam studi-studi sebelumnya yang lebih menyoroti efektivitas pemungutan atau kepatuhan wajib pajak.
Hal ini menunjukkan bahwa investasi dalam pembaruan data dapat memberikan dampak langsung pada
peningkatan penerimaan, melengkapi temuan Harianti H. Basri dan Herman Karamoy yang menyoroti
kurangnya pemahaman dan kesadaran wajib pajak sebagai penghambat.

Selain itu, upaya memperluas basis penerimaan pajak di Kabupaten Bone memerlukan
pendekatan komprehensif. Sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menekankan pentingnya
identifikasi wajib pajak baru dan pemetaan potensi pajak, seperti yang tersirat dalam studi Jumliadi,
Riska Puspitasari, dan Zaenal Abidin, penelitian ini juga menyoroti perlunya peningkatan kesadaran dan
kepatuhan wajib pajak melalui sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif, mirip dengan rekomendasi
Harianti H. Basri dan Herman Karamoy. Namun, studi ini melangkah lebih jauh dengan menemukan
bahwa pembaruan dan validasi data objek dan subjek pajak secara berkala, peningkatan kualitas sumber
daya manusia dalam pengelolaan PBB-P2, koordinasi yang lebih baik antar unit pengelola, serta
pemanfaatan teknologi informasi juga merupakan faktor-faktor krusial dalam optimalisasi penerimaan
pajak, melengkapi temuan yang mungkin hanya berfokus pada kepatuhan wajib pajak seperti yang diulas
oleh Ida Hartati, Siti Nuridah, dan Bella Puspita Audina.

Terakhir, berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya yang mungkin hanya menekankan
pada pentingnya kepatuhan wajib pajak, penelitian di Kabupaten Bone ini juga menyoroti pentingnya
mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat dan wilayah dalam penetapan kebijakan PBB-P2.
Dengan mempertimbangkan faktor ini, pemerintah daerah dapat meningkatkan kemampuan dan
kemauan wajib pajak untuk membayar pajak, sehingga pada akhirnya mengoptimalkan kontribusi PBB-
P2 terhadap PAD Kabupaten Bone. Hal ini memberikan dimensi kebijakan yang lebih mendalam,
melampaui analisis kepatuhan atau efektivitas semata yang ditemukan dalam studi-studi terdahulu.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone, dapat
disimpulkan bahwa terdapat beberapa hambatan dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), yaitu ketidakakuratan dan keterlambatan dalam pembaruan data
objek pajak, rendahnya kesadaran masyarakat tentang kewajiban pajak, serta tantangan dalam
aksesibilitas teknologi bagi wajib pajak terutama di daerah perdesaan. Namun, Pemerintah Daerah
Kabupaten Bone telah melakukan upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, seperti
melaksanakan program sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif kepada masyarakat, menerapkan



sistem pembayaran pajak yang lebih mudah dan terjangkau, serta memanfaatkan teknologi informasi
untuk mempermudah pengumpulan dan pengelolaan data objek pajak.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, terutama dalam hal cakupan
wilayah dan kedalaman analisis. Fokus penelitian terbatas pada Kabupaten Bone, sehingga hasil
penelitian mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi di daerah lain dengan karakteristik yang
berbeda. Selain itu, penelitian ini lebih menekankan pada aspek deskriptif kualitatif, yang mungkin
kurang memberikan gambaran kuantitatif yang mendalam mengenai dampak finansial dari optimalisasi
PBB-P2

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan
geografis untuk mencakup beberapa kabupaten/kota lain, sehingga memberikan perbandingan yang
lebih komprehensif. Selain itu, penelitian di masa depan dapat mengintegrasikan metode kuantitatif
untuk mengukur dampak kebijakan optimalisasi PBB-P2 terhadap PAD secara lebih akurat. Studi
longitudinal juga disarankan untuk menganalisis perubahan dari waktu ke waktu dan mengidentifikasi
tren jangka panjang dalam penerimaan PBB-P2.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone
beserta jajarannya yangtelah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta
seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.
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